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ABSTRAK 

Konflik atau sengketa yang terjadi antara manusia cukup luas dimensi dan ruang 

lingkupnya. Konflik dan persengketaan dapat saja terjadi dalam wilayah publik 

(Umum)  maupun wilayah privat (Pribadi). Mekanisme alternatif penyelesaian 

sengketa menurut UU No 30 tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian sengketa 

adalah Arbitrase, Negosiasi, Mediasi, dan Konsiliasi. Akan tetapi Salah satu bentuk 

penyelesaian sengketa dalam wilayah hukum privat/perdata adalah mediasi. Namun 

perkara yang dapat diselesaikan melalui proses mediasi dapat ditinjau dari Pasal 

4 Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu semua 

sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) 

atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak 

ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum 

tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi. Jenis 

penelitian yang dipergunakan ialah Yuridis Normatif yang menitikberatkan dan 

membatasi kegiatannya pada kepustakaan dengan menjadikan pendekatan konsep, 

Perundang undangan dan perbandingan sebagai dasar atas penelitian. Mencermati 

pemaknaan Mediasi dapat dikatakan hal yang sangat ideal guna mewujudkan asas 

peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan apabila berhasil diterapkan. 

Selanjutnya terdapat asas yang harus diperhatikan salah satunya ialah asas Itikad 

baik. Karena dengan adanya asas itikad baik, maka masing masing pihak yang 

melakukan perjanjian dapat memberikan jaminan terpenuhinya segala hak-hak dan 

kewajiban yang timbul dengan adanya perjanjian. Dalam hal suatu perjanjian 

dianggap melanggar asas itikad baik, hukum memberikan kewenangan kepada 

hakim untuk mengubah atau bahkan menghapus sebagian atau keseluruhan 

perjanjian. Asas itikad baik juga memberikan petunjuk bahwa dalam melaksanakan 

perjanjian hendaknya masing-masing pihak berlaku adil kesiapapun. Disisi lain Ada 

akibat hukum bagi pihak yang tidak beritikad baik diantaranya Penggugat yang 

dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi, gugatan dinyatakan tidak 

dapat diterima oleh Hakim. Penggugat juga dikenai kewajiban membayar biaya 

mediasi. 

Kata Kunci : Itikad Baik, Perjanjian Hutang Piutang, Mediasi 
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ABSTARCT 

Conflicts or disputes that occur between humans are quite broad in dimensions and 

scope. Conflicts and disputes can occur in the public (general) and private 

(individual) areas. Conflicts and disputes can occur in the public (general) and 

private (private) areas. Alternative methods of dispute resolution according UU No 

30 tahun 1999 about Alternative dispute resolution is Arbitrase, Negosiasi, Mediasi, 

dan Konsiliasi. However, one form of dispute resolution in private/civil law is 

mediation. However, cases that can be resolved through the mediation process can 

be viewed from Pasal 4 Perma No.1 Tahun 2016  about mediation in court. namely 

all civil disputes submitted to the Court including cases of resistance (verzet) on 

verstek decisions and resistance of litigants (partij verzet) and third parties (derden 

verzet) against the implementation of decisions that have permanent legal force, 

must first seek a settlement through Mediation. The type of research used is 

Normative Juridical which focuses on and limits its activities to the literature by 

making the conceptual, legislative and comparative approaches as the basis for the 

research. Observing the meaning of Mediation, it can be said that it is ideal in order 

to realize the principle of a fast, simple and low-cost trial if it is successfully 

implemented. Next, there are principles that must be considered, one of which is the 

principle of good faith. Because with the principle of good faith, each party that 

enters into an agreement can guarantee the fulfillment of all rights and obligations 

arising from the existence of the agreement. In the event that an agreement is 

deemed to have violated the principle of good faith, the law gives authority to the 

judge to amend or even delete part or all of the agreement. The principle of good 

faith also provides instructions that in carrying out an agreement each party should 

treat everyone fairly. On the other hand, there are legal consequences for parties 

who do not have good intentions, including the Plaintiff who is declared not having 

good faith in the Mediation process, the lawsuit is declared unacceptable by the 

Judge. The plaintiff is also subject to the obligation to pay mediation costs 

Keywords : Good Intention, Accounts Payable Agreemen,  Mediation 
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